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A. Kesimpulan

[image: ]Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kajian terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa atas pendirian bangunan di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, serta analisis terhadap dokumen administrasi masyarakat berupa surat domisili dan surat pernyataan kepemilikan tanah yang diketahui pemerintah desa dan camat, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa atas pendirian bangunan di Desa Laut Dendang terbukti efektif secara praktis dan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi, serta berhasilnya proses penyelesaian konflik tanpa eskalasi kekerasan maupun gugatan hukum formal ke pengadilan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain adalah pengakuan administratif pemerintah lokal, lamanya penguasaan fisik masyarakat atas tanah bekas HGU (lebih dari dua dekade), peran tokoh masyarakat dan organisasi perjuangan (seperti BPRPI), serta pendekatan persuasif dari pihak pengembang. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya mediasi yang dilandasi kearifan lokal dan nilai musyawarah mufakat.
3. Mediasi menjadi solusi lebih efisien dibandingkan litigasi terletak pada kecepatan waktu, biaya yang rendah, serta fleksibilitas proses. Dalam kondisi masyarakat Desa Laut Dendang yang sebagian besar tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah, jalur litigasi menjadi tidak realistis karena keterbatasan ekonomi dan ketidakjelasan status hukum tanah. Mediasi menjadi sarana kompromi yang
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memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan kompensasi dalam bentuk "tali asih".

B. Saran

[image: ]Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlu adanya langkah proaktif dari pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan legalisasi aset (sertifikasi tanah) terhadap masyarakat yang telah lama menempati dan menguasai tanah bekas HGU. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat, serta mencegah terulangnya sengketa di masa mendatang.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan dokumentasi administratif dan memastikan bahwa setiap surat domisili, surat keterangan penguasaan tanah, atau surat jual beli lokal diarsipkan dengan baik dan memiliki format standar. Langkah ini akan memperkuat posisi masyarakat dalam mediasi dan bisa menjadi acuan formal dalam proses verifikasi legalisasi tanah.
3. Perlu adanya pendampingan hukum bagi masyarakat penggarap, baik dari lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat sipil, agar mereka memahami hak-hak hukumnya dan tidak semata-mata menerima hasil mediasi dalam posisi yang lemah. Pendampingan ini juga penting untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan.
4. Pemerintah perlu mendorong pengembang agar menyusun nota kesepahaman atau perjanjian mediasi secara tertulis dan sah secara hukum antara kedua belah
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pihak. Hal ini penting agar hasil mediasi tidak hanya bersifat informal atau sepihak, tetapi dapat dijadikan alat bukti sah apabila terjadi sengketa lanjutan.
5. [image: ]Penerapan mediasi di Desa Laut Dendang dapat dijadikan model penyelesaian sengketa berbasis masyarakat di wilayah-wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa, namun harus diiringi dengan kebijakan jangka panjang yang berpihak kepada masyarakat kecil. Mediasi bukanlah solusi permanen, tetapi dapat menjadi langkah awal menuju transformasi kebijakan agraria yang lebih adil dan inklusif.
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